SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN

Menimbang

Mengingat

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

. a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011, periu mengatur kembali
pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sesial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magetan:

. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten di Linglcungan Propinsi Jawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja



Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730 };

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Kenangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunm 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 teritang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kescjahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratiran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
(ndonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 55);

15. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);



16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202):

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

4.



24.

25.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor & Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Magetan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
Bupati adalah Bupati Magetan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kabupaten Magetan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk



10.

11,

12.

13.

14.

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah., selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten
Magetan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutniya disingkat
PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran /barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daergh yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabar
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran BPKAD selaku
Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnva
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD



adalah  dokumen yang memuat perubahan pelaksanaan
anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan
sebagai dasar perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

18. Bantuan sosial adalah pemberian  bantuan berupa
uang/barang dan pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara. terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

19. Resiko sosial adalah kejadian atay peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya  kerentanan sosial yang
ditanggung oleh mdividu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak
diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah
dengan penerima hibah,

21. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk
oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk
Organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentul
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

22, Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.



BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian
hibah dan bantuan sosial vang bersumber dari APBD Kabupaten
Magetan.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa uang,
barang atau jasa.

Pasal 4

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
berupa, uang atau barang.

BAB I1]
HIBAH

Bagian Kesaty
Umum

(2) Pemberian  hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
wajib,

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran pro‘grém dan
kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan  azas



keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk

masyarakat,

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi kriteria :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;

€. memenuhi persyaratan penerima hibah:;

d. diberikan secara selektif sesual dengan urgensi dan
kepentingan daerah;

€. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi  pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan

f. Hdak digunakan untuk pembayaran yang bersifat tetap,
seperti layanan jasa listrik /telepon /air, dan honorarium
bulanan.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:
pemerintah;

pemerintah daerah lainnya;
perusahaan daerah;
masyarakat; dan/atau
organisasi kemasyarakatan.

O

Pasal 7

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a diberikan kepada  satuan kerja  dan
kementerian/lembaga pemerintah non  kementerian yang
wilayah kerjanya berada di Daerah,

(2) Hibah  kepada pemerintah  daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah
otonom  bargy  hasil pemekaran  daerah sebagaimans,
diamanatkan peraturan perundang-undangan,

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf ¢ diberikan kepada Radan Usaha Milik



Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima
Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki
kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,
kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan
keolahragaan non-profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang dibentuk herdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan :
a. mermiliki kepengurusan yang jelas;dan
b. berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan :
a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya
3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah;dan
C. memiliki sekretariat tetap,

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 9

(1) Pemerintah, Pemerintah Dagerah lainnya, Perusahaan Daerah,
masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan
usulan/praposal hibah secara tertulis kepada Bupati.

(2) Format usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10



(3) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaliasi atas
usulan/proposal mempertimbangkan:

a. keterkaitan usulan/proposal dengan program Pemerintah
Daerah;

b. kelengkapan persyaratan administrasi:dan

€. besarnya hibah vang diusulkan.

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada
Bupati melalui TAPD.

(6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran (I dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) TAPD  memberikan pertimbangan  atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas
‘dan kemampuan keuangan daerah,

(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi
dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam
rancangan KUA dan PPAS.

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atay Jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

{3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 12

11



belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada
PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a, Pemerintah;

Pemerintah daerah lainnya;

Perusahaan Daerah;

Masyarakat;dan
e. Organisasi kemasyarakatan

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung
yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja
hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang
atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat
pada SKPD,

(4) Rincian ohyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan nama dan alamat penerima serta besaran hibah;

(5) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayar (3)

g oo

dicantumkan nama dan alamat penerima, jenis dan jumlah
barang serta besaran hibah;

Pasal 13

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima
dan besaran hibah dalam Lampiran (1l Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

(2) Lampiran NI Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14
(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas

DPA-PPKD.

12



(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa
berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah,

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan
mengenai:

pemberi dan penerima hibah;

tujuan pemberian hibah;

besaran /rincian penggunaan hibah yang akan diterima:

hak dan kewajiban;

tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD,

(4) Penunjukan  pejabat vyang  diberi wewenang — untuk
menandatangani NPHD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran [l dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

& o o

Pasal 16

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran
Uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Bupati Magetan tentang Penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
menjadi dasar penyaluran/pen yerahan hibah,

(3) Berdasarkan Keputusan Bu pati ‘sebagaimana pada ayat (1),
SKPD terkait memberitahukan kepada calon penerima hibah
untuk dapat mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati
melalui Kepala SKPD terkait.

(4) Penyaluran /penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan
Pakta Integritas.



(S) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran [V dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

(6) Pencairan hibah dalam bentuk wuang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan cara ditransfer
langsung ke rekening penerima hibah.

Pasal 17

(1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)
dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat
permohonan pencairan hibah untuk diterbitkan SPP dan SPM.

(2) Sebelum SKPD terkait menyampaikan surat permohonan
pencairan hibah kepada PPKD, terlebih dahulu mengajukan
nota dinas persetujuan kepada Bupati yang dilampiri dengan
fotokopi DPA-PPKD/DPPA-PPKD.

(3) Format Surat permohonan pencairan hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pengajuan Surat permohonan pencairan hibah sebagaimana
pada ayat (1) dilengkapi dengan :

a. cheklist atas kelengkapan pengajuan dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V] dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima
hibah;

¢. fotokopi rekening Bank yang masih aktf atas nama
penerima hibah;

d. Surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah, dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

e. fotokopi DPA-PPKD/DPPA-PPKD yang menunjukkan nama
dan alamat penerima hibah;

f. kuitansi rangkap 4 (empat] bermaterai cukup,
ditandatangani penerima hibah dan pejabat  yang
berwenang serta berstempel, dengan format sebagaimana
format tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
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g. persetujuan Bupati.

(4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) dinyatakan lengkap maka
PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD
untuk membuat SPP, selanjutnya PPK-PPKD menerbitkan
SPM.

(S) Setelah SPM  diterbitkan, Bendahara Umum Daerah
(BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan (4), dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 18

Penerima hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas
kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.

Pasal 19

(1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(2) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala
SKPD terkait kepada penerima hibah, setelah dilengkapi
persyaratan sebagai berikut :

a. Pemberian hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Lainnya, terdiri atas :

1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat)
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap
instansi atau Daerah Lainnva serta dicantumkan nama
lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;

2. NPHD:

3. Fotokopi KTP atas nama pimpinan instansi atau Kepala
Daerah penerima hibah;

4. Surat pernyataan tanggung jawab; dan

5. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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b. Pemberian hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri atas :

1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan
Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap
Direksi atau sebutan lain;

2. NPHD;

3. Fotokopi KTP atas nama Direksi atau sebutan lain
Perusahaan Daerah atau Perseroan:

4. surat pernyataan tanggung jawab; dan

5. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundarng-
undangan.

¢. Pemberian hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri
atas :

1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 {empat)
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap
lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap
ketua/pimpinan lembaga/ organisasi;

2. NPHD;

3. Fotokopi KTP atas nama ketua/pimpinan
lembaga/organisasi;

4. Surat pernyataan tanggung jawab, dan

5. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

(3) Format berita acara serah terima barang atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran [X dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran X dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20
(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan

penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan
tembusan Kepala SKPD terkait.
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(2)

(3)

(1)

(2)

Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan
laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD
terkait.

Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran XI dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah

pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek
belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam
program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Paszgl 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah
meliputi:

a.

b
C.
d

(1)

(2)

Usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati;
Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
NPHD;

Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
Bulti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau
berita acara serah terima barang atau jasa atas pemberian
hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 23

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material

atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;

c. bukti-bukti pengelnaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah
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berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang
atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupat melalui
Kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari
tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah
sebagai obyek pemeriksaan.

Bagian kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian hibah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Inspektorat.

Pasal 25

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) terdapatr penggunaan hibah yang tidak
sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah
berkenaan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB 1V
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan
daerah.
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(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1) meliputi :

a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami
keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum.

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok
dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

Pasal 28

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari
bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga vang
direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat
penyusunan APBD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi
pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 29

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

memenuhi kriteria

a.
b.

C.

selektif;
memenuhi persyaratan penerima bantuan;

bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

. sesual tujuan penggunaan; dan

e. tidak digunakan untuk pembayaran yang bersifat tetap seperti

(1)

(2)

(3)

(3)

pembayaran layanan jasa listrik/telepon/air minum, dan
honorarium bulanan.

Pasal 30

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a
diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan
resiko sosial.

Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf b meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas; dan

b. berdomisili dalam wilayah Pemerintah Daerah.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf ¢ diartikan
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajih dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf ¢ diartikan bahwa bantuan sosial dapat
diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan
telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan
sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

€. penanggulangan kemiskinan; dan

f.  penanggulangan bencana
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Pasal 31

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan séseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani
resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnva
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (5) huruf ¢ ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (5)
huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya vang layalk.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (5) huruf e merupakan kehijakan, program, dan
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber
mata pencahanan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang
layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya vang
ditujukan untuk rehabiljtasi.

Pasal 32

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 avat (1) diterima langsung oleh
penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola
yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar,
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cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang
tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti bantuan sarana prasarana pendidikan untuk
sekolah Inar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu,
bantuan sarana kerja untuk masyarakat tidak mampu/miskin,
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial,
ternak bagi kelompok masyarakat Kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 33

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
kepada Bupati dan dapat disertai proposal dalam hal
permochonan memerlukan uraian /rincian.

(2) Format usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal
mempertimbangkan :

a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah
Daerah;

b. kelengkapan persyaratan administrasi:dan

c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan.

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada
Bupati melalui TAPD.

(6) Format Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) TAPD  memberikan  pertimbangan  atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan daerah.
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Pasal 34

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi
dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam
rancangan KUA dan PPAS.

(2] Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang
dan/atau barang.

Pasal 35

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam
APBD sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 36

(1) Bantuan sosial berupa nang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan
sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD,

(2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja
bantuan sosial sebagaimana dimalksud pada ayat (1) meliputi:

a. individu dan/atau keluarga:
b. masyarakat;dan
¢. lembaga non pemerintah.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung
yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja
bantuan sosial barang, dan rincian obyek belanja bantuan
sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
berkenaan pada SKPD.
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Pasal 37

(1) Bupati mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan
besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial
kepada individu danjatau keluarga vang fidak dapat
direncanakan sebelumnya.

(2) Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 38

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan  sosial berupa uang
berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang
berdasarkan atas DPA-SKPD,

Pasal 39

(1) Setiap pemberian bantuan sosial berupa barang dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh
Bupati dan penerima bantuan sosial.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. pemberi dan penerima bantuan sosial;
b. penggunaan bantuan sosial; dan
¢. besaran/rincian bantuan sosial yang akan diterima,

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat vang diberi wewenang untuk
menandatangani Berita Acara Serah Terima.

(4) Penunjukan  pejabat vang diberi wewenang untuk
menandatangani Berita Acara Serah Terima ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(5) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 40

(1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati Magetan tentang Penjabaran APBD,

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan
pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28.

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan pada
permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang
berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah
diverifikasi oleh SKPD terkait.

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan
mekanisme permbayaran langsung (LS) dengan cara ditransfer
langsung ke rekening penerima bantuar.

Pasal 41

(1) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (4) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait
menyampaikan Surat permohonan pencairan bantuan sosial
untuk diterbitkan SPP dan SPM.

(2) Sebelum SKPD terkait menyampaikan surat permohonan
pencairan bantuan sosial kepada PPKD, terlebih dahuly
mengajukan nota dinas persetujuan kepada Bupati yang
dilampiri dengan fotokopi DPA-PPKD/DPPA-PPKD,

(3) Format  Surat permochonan pencairan  bantuan  sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(4) Pengajuan Surat permohonan pencairan bantuan sosial
sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi dengan :

25



a. chek list atas kelengkapan pengajuan, dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima
bantuan sosial;

¢, fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama
penerima bantuan sosial;

d. surat pernyataan tanggung jawab penerima bantuan sosial,
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

e. fotokopi DPA-PPKD/DPPA-PPKD yang menunjukkan nama
dan alamat penerima bantuan sosial;

f. kuitansi  rangkap 4 (empat)  bermaterai  cukup,
ditandatangani penerima bantuan sosial dan pejabat yang
berwenang serta berstempel, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

& Persetujuan Bupati.

(4) Apahila  dekumen persyaratan  pencairan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) dinyatakan lengkap maka PPKD
memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk
membuat SPP, selanjutnya PPK-PPKD menerbitkan SPM.

(5) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Bendahara Umum Daerah
(BUD)/Kuasa Umum Daerah (Kuasa BUD) menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan (4), dilaksanakan sesuaj dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 42

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab sepenuhnya atas
kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.
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Pasal 43

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman
pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang
dan jasa Pemerintah.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

(1) Penerima bantuan sosial berupa vang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD
dengan tembusan SKPD terkait.

(2) Penerima banfuan sosial berupa barang menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui
kepala SKPD terkait,

(3) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaiman tercantum
dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal 45

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling
lambat tanggal 5 Januari takitn anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat
Rama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang
diterima oleh masing-masing individu dan/arau keluarga.

Pasal 46

belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran
berkenaan.

27



(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek
belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa
dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 47

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah  Daerah atas pemberian
bantuan sosial meliputi:
a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan

sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang

kepada Bupati,

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima
bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukt transfer /penyerahan uang atas pemberian bantuan
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas
pemberian bantuan sosial berupa barang,

(2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pertanggungjawabar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ dikecualikan terhadap bantyan sosial bagi
individu dan/atay keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

Pasal 48

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungiawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantyan
sosiai;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuaj déngan
usulan; dan

¢. bukt-bukti pengeluaran  yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan
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sosial berupa uang atau salinan bukt serah terima barang
bagi penerima bantuan sosial berupa barang,

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupat paling lambat
tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan
sosial selaku obyek pemeriksaan.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 49

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Inspektorat.

Pasal 50

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang
tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan
sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51
Pada saat Peraturan Bu pati ini mulai berlaku:
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Takun 2011 tentang Tata

Cara  Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan.
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan
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Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI MAGETAN,
ttel

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 9 Februari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd
MEI SUGIARTINI
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19680803 199503 2 002
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LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

Magetan, ... - ... = o
Nomor  : ........ Kepada
Lampiran : ...... berkas Yth. Bupati Magetan
Hal . Usulan/Proposal di
Permohonan Hibah MAGETAN

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan/Kelurahan/Desa ............. di
wilayah Kabupaten Magetan dan dalam rangka menunjang kchatan Lembaga/
Organisasi/Pemerintah  .........ccco......... Kami mengharapkan kiranya dapat
diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa ................. weevy  sehingga
pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optlmal dan berperan
aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk :

. - . v - - - v T

b- --------------------------------- R I FeuSsANS G (dsbediiamcsnas s patnannenudy
B masipeeiss “Eeaw e Ay e e g LI LR e e Ll L Ll L T o . Prddbssesndenabdiidhvainnns p P da g we
'd-- FE R A ke E et b K RS Ty ey T - . Tk dSI‘.

Berkaitan dengan hal tersebut dan sebagal bahan pernmbangan bagi
Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan
terima kasih,

Hormat kami,
Pemohon
(Kepala Orgamsas: /Instansi/Perorangan)

BUPATI MAGETAN,
ttd

SUMANTRI

NIP.19680803 199503 2 002
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LAMPIRAN [1 . PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2-015

A.FORMAT HASIL EVALUAS! ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK UANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH

32

(DALAM BENTUK UANG)
NO NAMA DAN ALAMAT CALON URAIAN JUMLAH BESARAN/
PENERIMA HIBAH USULAN NILAT HIBAH
YANG
DIREKOMENDASI
1. 2. 3. 4. 5.
1.
2.
3.
4., | Dst.....
KEPALA SKPD
( NAMA )
Pangkat
NIP




B.FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK BARANG /JASA

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
(DALAM BENTUK BARANG/.JASA)

NO NAMA DAN ALAMAT CALON URAIAN JUMLAH BESARAN/
PENERIMA HIBAH USULAN NILAI HIBAH
YANG
DIREKOMENDASI
1. 2. 3. S,
1.
2
m4
4. | Dst.....
KEPALA SKPD
( NAMA )
Pangkat
NIP

NIP.19680803 199503 2 002
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BUPATI MAGETAN,

ted

SUMANTRI




LAMPIRAN IIT : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL :

A.FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG

KOP SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

{ NPHD |
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Pada hari ini ..............tanggal

DENGAN

............................

......... ceesbalan atahun e

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Alamat/ tempat kedudukan

2. Nama
No KTP)*
Tempat / Tanggal Lahir
Pekerjaan)* / Jabatan)**
Alamat

Alamat

...........................

............................

............... civeiieiieaeaeos, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Magetan sebagai "Pemberi Hibah" yang
selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD] ini disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.,

D erenees e ey ARG selanjuinya

dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
ini disebut sebagai PIHAK KEDUA)*

e ar e ne e s e meneneeneees | Galam hal i
bertindai untuk dan atas
(771 /1 17 TR sebagai  “Penerima  Hibah”
yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) ini disebut sebagai
FPIHAK KEDUA)**

Secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578];

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah heberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2012 Nomor 540);

5. Lewesinen .. dan seterusnya

Dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas KEDUA BELAH
PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB i
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH
Pasal 1

Pemberian hibah daerah bertujuan untuk ............................

BAB 11
BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER DANA HIBAH DAERAH

Pasal 2

(1) Hibah yang diberikan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa
uang sejumilah........

(2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berasal dari
APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran ..................

BAB 111
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
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a. menyediakan dana yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan pelaksanaan
yang dibebankan pada APBD Kabupaten Magetan.

b. menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA sesuai jadwal dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD
terkait;

b, mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya;

©. mengelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel
serta taat pada kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

d. dalam rangka transfer dana hibah daerah sebelum pencairan dana wajib
menyampaikan nomor rekening, nama pemegang rekening dan nama bank
yang ditunjuk kepada PIHAK PERTAMA.

e Al
BAB IV
TATA CARA PENYALURAN HIBAH DAERAH
Pasal 4
() [ -
(2) ...
(3). I
) oz w1 svsmrm s dst
BAB V
TATA CARA PELAPORAN HIBAH DAERAH
Pasal 5
(1) ciererearern et
(2) oo
(B i 00 552 smmeom emrnmrmmons
(4) ... dst
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya dari PIHAR PERTAMA.

Pasal 7
Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan pihak lain, maka
PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi
tanggungjawab PIHAK KEDUA.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua)
diantaranya dibubuhi meterai Rp 6.000,00 dan semuanya mempunyai kekuatan
hukum yang sama seielah ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

tedsansdevdévdecdacdile A RA S PR F Y T R TR NP RN RN T IRy P
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B. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK

BARANG /JASA
KOP SKPD
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
( NPHD )
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DENGAN
NOMOR
NOMOR 3 .
Pada hari ini . ~...tanggal ............bulan. ... ... tahun .......ooeevees cevii
vang bertanda tanga_n d.l bawah ini ;
1. Nama
NIP R 2
Pangkat
Jabatan

Alamat/ tempat kedudukan

2. Nama
No KTP)*
Tempat / Tanggal Lahir
Pekerjaan)* / Jabatan)**
Alamat

Alamat

.......... serissniene s na g dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintab Kabupaten
Magetan sebagai "Pemberi Hibah" yang
selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD) ini disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

. yang selanjutnya

dalam Naskah PEUGW szah Daerah (NPHD)

ini disebut sebagaz PIHAK KEDUA)*

................ v e neeeeeneeanen, dalam hal  ind
bertindak untuk dar atas
47737/ T TS sebagai  “Penerima  Hibah”

yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian

Hibah Doerah (NPHD) ini disebut sebagai
PIHAK KEDUA)**

Secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA. PIHAK.

Dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang.
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 540);

B viiaiag dan seterusnya

Dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas KEDUA BELAH

PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH

Pasal 1
Pemberian hibah daerah bertujuan untuk .......... GAEE 68 N e e s e

BAB II
BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER DANA HIBAH DAERAH

Pasal 2

(1) Hibah yang diberikan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa
- --.sejumlah........ dengan nilai sebesar Rp......ccco. (covveere o, Tupiah)
(2) Sumber dana untuk hfbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
berasal dari APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran ..

BARB 111
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
a. menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan
pelaksanaan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Magetan;
b. menyalurkan harang/jasa kepada PIHAK KEDUA sesuai Jjadwal dan
ketentuan peraturan perundang-undangan:
N | .
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(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD
terkait;
b. mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan
hibah vang diterimanya;
c. mengelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan
akuntabel serta taat pada kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
o IR 1
BAB IV
TATA CARA PENYALURAN HIBAH DAERAH
Pasal 4
(2_) .............................
[ [ sarsapvaRa dst.
BAB V
TATA CARA PELAPORAN HIBAH DAERAH
Pasal 5
{1) .. .
(2) ..
(3) .. e e
(4) -..... tr e e dst
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan pihak lain, maka

PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi
tanggungjawab PIHAK KEDUA.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua)
diantaranya dibubuhi meterai Rp 6.000,00 dan semuanya mempunyai kekuatan
hukum yang sama setelah ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

.............................

Keterangan:

* Dalam hal penerima hibah adalah Masyarakat.

** Dalam hal penerima hibah adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya
atau organisasi kemasyarakatan,

BUPATI MAGETAN,
ttel

SUMANTRI

Sa]man sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini

menyatakan bahwa saya :

NAMA

NO KTP

TEMPAT / TANGGAL LAHIR

JABATAN

ALAMAT :

Bertindak untuk dan atas nama.......coie..oooeeoooss oo ke E et e s a b n e renen

Dalam rangka pelaksanaan penggunaan hibah vang diberikan oleh Pemerintah

Kabupaten Magetan, dengan ini menyatakan bahwa saya

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui
ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan
penggunaan hibah ini;

3. Akan menggunakan hibah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan

Bupati Magetan Nomor......Tahun ... . tentang ........... ......dan sesuai
Peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Penerima Hibah

Materai ,
so00 | ttd

BUPATI MAGETAN,
ttd

SUMANTRI

SN 1biy gkat I
NIP.19680883 199503 2 002
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LAMPIRANV . PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH

Magetan, tgl- bln - thn

— Kepada
! ...... berkas Yth. Bupati Magetan
: Permohonan Pencairan Cq. Pejabat Pengelola Keuangan
Hibah. Daerah
Di
MAGETAN

Bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Hibah
Daerah sejumlah 24 » B (SRS rupiah) yang
diperuntukkan kepada Lembaga/Yayasan/Organisasi....................
yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta lampiran
sebagai berikut :

a. Chek List atas kelengkapan pengajuan;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima
hibah;

c. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima
hibah;

d. Surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah;

e. Fotokopi DPA-PPKD/DPPA-PPKD yang menunjukkan nama dan
alamat penerima hibah;

f.  Kuitansi;

g. Persetujuan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya
disampaikan terima kasih.
KEPALA SKPD

( NAMA )

Pangkat
NIP

BUPATI MAGETAN,
ttd

SUMANTRI

NIP.19680803 199503 2 002

13



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

FORMAT CHECK LIST KELENGKAPAN PENGAJUAN PENCAIRAN

CHECK LIST
KELENGKAPAN PENGAJUAN PENCAIRAN

1. 8K BUPATI TENTANG PENERIMAAN HIBAH

2. NPHD

3. PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

4. SPTJ PENERIMA HIBAH

5. FOTOKOPI REKENING BANK PENERIMA HIBAH

Dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas telah diteliti dan dinyatakan
lengkap dan benar sesuai peraturan perundang-undangan serta disimpan di
SKPD kami.

(......Jabatan Struktural....)
Selaku
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK-SKPD)

NAMA

Pangkat
NIP

BUPATI MAGETAN,
ttd

SUMANTRI

44



LAMPIRAN VIl : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

NAMA

NO KTP

ALAMAT

JABATAN b Keta coviiiniiiianiennnnen, . (Organisasi/Lembaga)

Bertindak untuk dan atas nama.................. FSumemmranss (Organisasi/Lembaga)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hibah berupa uang
sebesar Rp...........i.w SR I ..rupiah) yang diterima dari Pemerintah
Kabupaten Magetan akan kami gunaka.n sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Nomor ..... dan Nomor.., . tanggal _...... serta penggunaannya dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakun,

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penggunaan hibah tidak sesuai
dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dimaksud serta penggunaannya tidak
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka kami bersedia mengembalikan kerugian daerah vang ditimbulkan kepada
Pemerintah Kabupaten Magetan serta bersedia menerima sanksi haik pidana maupun
perdata.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan
dari pthak manapun.

Yang Menyatakan

Materai tid
6,000

(meeresinaeceemecan e

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

45



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

FORMAT KWITANSI

KWITANSI No.

Sudah TerimaDari : BUPATI MAGETAN

-

LEL AL R LY. ]

-

Banyaknya Uang

Buat Bayar e A e e e e e e e e e ke e et b e e e

Magetan,.........ccmiimeareeresnsnennas

| Mengetahui Mengetahui Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
Kepala BPKAD Kab. Magetan Kepola SKPD terkait PPKD
Selaku PPKD Kabupaten Mage Kab \
paten Magetan abupaten Magetan Materal .
6000
(...‘..---u--...-.u.."u..o....’ ‘.......-u......;.-'..'.'.---nu.mj ‘ .................................. '.-) (;u.-'“:-.--."u-p-.-....-----.n...:)
NIP, NIP. NIP.

esuai dengan aslinya
WBAGIAN HUKUM BUPATI MAGETAN,

ttd

: SUMANTRI
NIP.19680803 199503 2 002




LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Febroari 2015

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG /JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/ JASA

NORIOT 5 civcais suess siori sinpssinasmoss

Pada hari ini ....coennenn , tanggal... . bulan... tahun.......... .
bertemmpat di .............. . berdasarkan Naskah Perjanjian Hlbah Nomor .
dan Nomor ........... Tauggal weereneene. tenitang Hibah Barang/Jasa, ka.rm yang
bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama PR R T T

NIP U iucwnesimesssasasiassiives S TN S

Pangkat F oo hasa e Waa an ey s HES £

Jabatan S e

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPA’I‘I MAGETAN yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama B wdd in R ds Shnmn emama e r e e
No. KTP IR
Alamat S 0 g S EERFAT S Saseene
Jabatan ¢ Ketua .ooioeeeaa.... [orgamsaSJ penerima hibah)
Yang bertindak untuk dan atas NAMA ...oriiiimrmiarmrmmmens e N (organisasi
penerima hibah) yang berkedudukan di Desa./ hclura.han ........... et ———
Kecamatan............,..... Kabupaten Magetan, yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan* :

- barang berupa ... sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp.

TR PO, Sesivianieenesen... FUpiah) atau

-~ jasa berupa“ e eanas dengan mla.l sebesar Rp,  .ovciviiiiioin.

(- - orinii vame immm menmerannes +ereees TUpiah)

untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)
Keterangan:
"Disesuaikan dengan hibah yang diberikan.
BUPATI MAGETAN,
Sahnan sesuai dengan aslinya
W KEBPALA BAGIAN HUKUM ttd

SUMANTRI

03 199503 2 002 47



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februar 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH BARANG /JASA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

NAMA

NO KTP

ALAMAT :

JABATAN : Ketua .....,.... e aeeans (Organisasi/Lembaga)

Bertindak untuk dan atas nama.............. ereenias evenans (Organisasi/Lembaga)
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hibah berupa

barang/jasa senilai Rp.......ccooivvennn.. I Cerreaeey e rupiah) yang diterima dari

Pemerintah Kabupaten Magetan telah kami gUnakan sesuai Naskah Perjanjian

Hibah Daerah (NPHD) Nomor ...... tanggal .. . dan Nomor ..... tanggal....

serta penggunaannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penggunaan hibah tidak
sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dimaksud serta
penggunaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku, maka kami bersedia mengembalikan
kerugian daerah yang ditimbulken kepada Pemerintah Kabupaten Magetan serta
bersedia menerima sanksi baik pidana maupun perdata.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa ada
paksaan dari pihak manapun.

Magetan,......c.........., 043 iisraurasnranave
Yang Menyatakan
Materai ttd
6.000
(.....,‘-._-. .................. 3 u)
‘ Sahna.n sesuai dengan aslinya BUPATI MAGETAN,
e: A BAGIAN HUKUM

ttd

SUMANTRI

Y3 e
ZREF 19680803 1995032 002 45



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG

Magetan, tgl- bln - thn

Nomor N Kepada
Lampiran : ...... berkas Yth. Bupati Magetan
Perihal . Laporan Penggunaan Dana cq. Pejabat Pengelola Keuangan
Hibah. Daerah Kabupaten Magetan
Di
MAGETAN

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Laporan
Penggunaan Dana Hibah yang telah kami terima sejumlah
| - F (e Rupiah).

Dana hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN

2. 3. 4.

Bl ol bl fo

Dst...

TOTAL

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan
baik sesuai ketentuan sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penggunaan Hibah Uang terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami
Penerima Hibah

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala ......... (SKPD terkait)

49



B. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA

Magetan, tgl— bin - thn

Nomor D e Kepada
Lampiran : ...... berkas Yth. Bupati Magetan
Perihal  : Laporan Penggunaan Hibsh Cq. Kepala........... (SKPD terkait)
Barang/Jasa. Di
MAGETAN

_Salinan sesuai dengan aslinya
WPALA BAGIAN HUKUM

: Z X
SCAKESTARI, SH SUMANTR]I

—
;\ AT

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Laporan

Penggunaan Hibah Barang/Jasa berupa........... sebanyak ........
unit dengan nilai sejumlah Rp. ................... (PRET———
Rupiah).

Perlu kami laporkan pula bahwa hibah yang kami terima
dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Hormat kami
Penerima Hibah

(vorerioraerans e e )

BUPATI MAGETAN,




LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

A.CONTOH FORMAT USULAN BANTUAN SOSIAL

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

KOP SURAT ORGANISASI / LEMBAGA)*

Magetan, tgl-bin-thn
J* Kepada
......... v i Yth. Bapak Bupati Magetan
«---en. DETKAS Di
Usulan /Proposal Permohonan Magetan
Bantuan Sosial

Dengan hormat,
T T T T T LTI ] L e o = ey

hl---l-a.AlQOI1ltivolan.blbo‘ti.oc-dnitatlciqtnto:-----------u-....o.o..q-o.o-..ac-o-p-os-nn-A---

'.II....‘.I‘I!OI“l'l.0.7....l.‘b"'.'l‘.‘.ll.'l.'ll‘.l“‘. lllllllllll FRNERESAGdssbsdstsarsiansedndanwad

e e

------- R Y
FatsEvarms s naEnn R R e
OIGOiootio--'--------n--...q--o----------a-.-.---.-.;o-:-tc:.-cnco-q-aon.cc»«--v---otaca-...i..‘.
ARE R R SA RISt E R TR a N e L LL]

HORMAT KAMI:

srnene ANARN ALy W TrsasEmesRsaRew BETseen

MENGETAHUI :

Kepala Sekolah /Kepala Lembaga Non Pemerintahan yang bersangkuian

dan/atau kepala SKPD)*

Kepala Desa/ Lurah dan Camat J**

51
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B. CONTOH FORMAT PROPOSAL BANTUAN SQSIAL:

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

I. LATAR BELAKANG

--.-s;..1.--..-,......-...g.............----..----uis.......--...-.-‘.,.,.... A By prwwan pun oy paw pay n

;"""""""F Tagrtensnssnsddeddeddiida L SAT RN BN BT Ry r R TN AR bRt naa N AN g e e

Tesarua naoman waan e Rl L e A T

R R e R L T L R LT LS PR o R P R e e e

TrrarTyEay
,.-----.--1.@1--4.;.5......-.‘.-...;--...........|.-|.q........-...1--<.x|..‘.;1...‘...--_-.‘...,,..,,..,-,--.......

-1--1rmqp-.--.--.--<.w-...--...---‘---..'.---1.»...-......................--...‘-aib-............---..,.I:)E; I.

1. TUJUAN / SASARAN

R AL R L I o B e

e maaHee

Frrray Rt drtdnsessntdoiddevlivisunnnd sanaa TEAY e grrany sestdinindinvdrsansansania’ssa paannany

FErsEsd baa med Sadmay L R R R T A e

Sietdeves s

e e

e B T

LRI bl

Tt T T T e U PR P

R I A A

Rt LR

NLRINCIAN BIAYA

"""Fﬂ?l"""!""°‘""““"“"‘"‘"‘""5"E'l‘-'-!""(n!iEl----‘l--'Aql-i.o--‘vr-"--'.-p,-.o----.oml--Li-

.u--'.lollo--.n.-‘--ﬁu.-_-1.-7.----‘lvo‘c_qv'.q'-.--1-'1.‘-.111..4.-4-..1 T T T P R

“Esa et evawmarany

EA YT rTm PR T L gt e hn e

R T TR

e R L L L s T T e L R L Irs L e

R e R e L T P,

..DST.

Ve

i I L L LRI SR

e F A NN v A PAT R rra e .

IV.RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

FAREsd cednsansana. . drrarrarsaFsasrnannna

P I T P S N,

S A BN re e e ae s b ek

LA R AR L R e Er A S R

tressddedaiis R b b s

Arvessedadana Jh...--.-.---»o--...-.-..p....---‘.;a.......-............

AL AR R L e L R S L A




V. PENUTUP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B Rt b L T T T L L T T LT E T arr———

----------- T S N e L L L LT L L T T T e Py e n.autc’vu-r’-..1---'--'--v---r----9-v-DSTo
HORMAT KAMI:

R L LR L L L Ll LI Lo T o T

MENGETAHUI :
Kepala Sekolah/Kepala Lembaga Non Pemerintahan yang bersangkutan
dan/atau kepala SKPD)*

Kepala Desa/ Lurah dan Camat )**

Keterangan :

)* : untuk permohonan bantuan sesial yang digjukan oleh lembaga
non pemerintahan

J** ; untuk permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh individu,
keluarga, dan/atau masyarakat

BUPATI MAGETAN,
ttd

SUMANTRI

53



A.FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN /PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

LAMPIRAN XI11

: PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7
TANGGAL : 9 Februari 2015

TAHUN 2015

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

{DALAM BENTUK UANG)
NO NAMA DAN ALAMAT CALON URAIAN JUMLAH BESARAN/
PENERIMA BANTUAN SOSIAL USULAN NILAI BANSOS
YANG
DIREKOMENDASI |

1. 2. 3. 4. 5.

1.

l\N »

3.

4. | Dst.....

KEPALA SKPD

54

(NAMA )

Pangkat
NIP



B.FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
(DALAM BENTUK BARANG)

NO NAMA DAN ALAMAT CALON URAIAN JUMLAH BESARAN/
PENERIMA BANTUAN SOSIAL USULAN NILAI BANSOS
YANG
DIREKOMENDASI
1. 2 3. 4 5.
1.
2.
3.
4. | Dst.....
KEPALA SKPD
(NAMA )
Pangkat
NIP

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

NIP. Hmm.mom.m 199503 2 002
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LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL ; 9 Februari 2015

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

Nomor :.

Pada hari ini ...ccociennrnns ;tanggal.........,.covueee... bulan.......... tahun.......... .
bertempat di ............... berdasarkan Kepurusan Bupati Nomor.................
Tanggal ........ PSP £ 217245 T- B seaveaniee....)®, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Nama bomV AN Siaa s aid EORE G
NIP Y 55 T Pem—nean o et aines i
Pangkat P sewed i39035 ITuTummrerra et s
Jabatan R L TC Y

Yang bertmdak untuk dan atas nama BUPATI MAGETAN yang selanjutniya
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama E e AT e A K LS e s e TRV TR
No. KTP - AT mamg'a s § ve
Alamat 3 wwas Smve emen e e aanran
Jabatan D Keta v 0 b
Yang bertindak untuk dan atas nama .........................___ (organisasi
penerima bantuan sosial) yang berkr:dudukan di Desa /Kelurahan
............................... Kecamatan... weweneo Kabupaten Magetan, yang

selanjumya disebut PTHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan sosial berupa:)***
- uang sejumlah Rp............... B fe-mee ez sizssianen rupiah)
- barang berupa ......... sebanyak........ unit dengan nilai sebesar Rp.
untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA

Demikian Berita Acara ini dibuat untk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Bantuan Sosial) (Nama Pemberi Bantuan Sosial)

Keterangan :

I* o untuk penerima bantuan sosial yang sudah ditetapkan dalam
Keputusan Bupati

;™ ¢ dalam hal penerima bantuan sosial adalah. lembaga/ organisasi

J¥" ¢ disesuaikan bantuan sosial yang diberikan

BUPATI MAGETAN,
ttd

SUMANTRI

o6



LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL

Magetan, tgl - bln - thn

Nomor  : ... Kepada
Lampiran : ...... berkas Yth. Bupati Magetan
Hal : Permohonan Pencairan Cq. Pejabat Pengelola Keuangan
Bantuan Sesial. Daerah
Di
MAGETAN

Bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Bantuan

Sosial sejumlah Rp....ccooocoooenrinns {c-eseeevrerecen.. TUpiah) yang
diperuntukkan bagi Saudara ..., e A — /Lembaga/Yayasan/
Organisasi............. -/’ yang telah memenuhi kelengkapan

administrasi sebagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

dan dengan lampiran sebagai berikut :

a. Chek List atas kelengkapan pengajuan

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima
bantuan sosial;

c. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima
bantuan sosial;

d. Surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah

e. Fotokopi DPA-PPKD/DPPA-PPKD yang menunjukkan nama dan

alamat penerima bantuan sosial;

Kuitansi.

g. Persétujuan Bupati.

™

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya

disampaikan terima kasih.
KEPALA SKPD
( NAMA)
Pangkat
NIP
Keterangan :
J* : disesuaikan penerima bantuan sosicl
alnan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM BUPATI MAGETAN,
ttd

SUMANTRI

VIP. 19680803 199503 2 002



LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

CHECK LIST
KELENGKAPAN PENGAJUAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL

1. SK PENETAPAN BUPATI TENTANG BANSOS

2. PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANSOS

3. SPTJ PENERIMA BANSOS

4. FOTOKOPI REKENING BANK PENERIMA BANSOS

Dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas telah diteliti dan dinyatakan
lengkap dan benar sesuai peraturan perundang-undangan serta disimpan di
SKPD kami.

(--seniinJabatan Struktural.......)
Selaku
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK-SKPD)

NAMA

Pangkat
NIP

sesuai dengan aslinya BUPATI MAGETAN,
A BAGIAN HUKUM
( : ttd

SUMANTRI

NTH ]9680803 199503 2 002



LAMPIRAN XVIl : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA
BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

NAMA :
NO KTP
ALAMAT ;
JABATAN : Ketua...,,.... Heneere P )’*
Bertindak untuk dan atas nama................... wseeennee[Organisasi / Lembaga)
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bantuan sosial berupa:)**
- uang sgjumlah Rp. ... NN CRSOR— . rupiah)

- barang berupa ... ..sebanyak........ unit dengan nilai sebesar Rp.
yang diterima dari Pemerintah Kabupatenn Magetan telah kami gunakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penggunaan bantuan sosial
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka
kami bersedia mengembalikan kerugian daerah yang ditimbulkan kepada Pemerintah
Kabupaten Magetan serta bersedia menerima sanksi baik pidana maupun perdata.

Demikian surat pemyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan
dari pihak manapun.

Magetan,........ccoommiinns i
Yang Menyatakan
Materai
6.000 td
T )

Keterangan : |

J* i dalam hal penerima bantuan sosial adalah lembaga/ organisasi

J**:  disesuaikan bantuan sosial yang diberikan

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI
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LAMPIRAN XVIII . PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Magetan, tgl - bln - thn

Nomor Do Kepada
Lampiran : ...... berkas Yth. Bupati Magetan
Perihal . Laporan Penggunaan Cq. Pejabat Pengelola Keuangan
Bantuan Sosial. Daerah Kabupaten Magetan
Di
MAGETAN

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Laporan
Penggunaan Bantuan Sosial yang telah kami terima segjumlah
Rp. oo (e Rupiah).

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai
dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :
NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN
2. 3. 4.

d bd Ll o b

Dst...

TOTAL

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan
baik sesuai ketentuan sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Penggunaan Bantuan Sosial terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami

Penerima Bantuan Sosial

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala .......... (SKPD terkait)
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B. LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

Magetan, tgl-bln - thn

Nomor S Kepada
Lampiran ! ...... berkas Yth. Bupati Magetan
Perihal : Laporan Penggunaan Cq. Kepala........... [SKPD terkait)
Bantuan Sosial. Di
MAGETAN

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Laporan
Penggunaan Bantuan Sosial Barang berupa........... sebanyak ......
dengan nilai sgjumlah Rp. ...ccooceenanias (TR OR— Rupiah).

Perlu kami laporkan pula bahwa Bantuan Sosial yang kami
terima dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Hormat kami

Penerima Bantuan Saosial

BUPATI MAGETAN,
ttd

SUMANTRI
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LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Februari 2015

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diblayai dari dana bantuan sosial,

dengan ini menyatakan bahwa saya

NAMA

NO KTP)* o

TEMPAT /| TANGGAL LAHIR

PEKERJAAN)* / JABATAN)**

ALAMAT -

Bertindak untuk dan atas nama............. )¥* _ _

Dalam rangka pelaksanaan penggunaan bantuan sosial yang diberikan oleh

Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui
ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan

penggunaan bantuan sosial ini;
3. Akan menggunakan bantuan sosial ini serta pelaksanaannya akan mematuhi
Peraturan Bupati Magetan Nomor.....Tahun ....... tentang ..., dan

sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

ttd
Materai
Keterangan:
J* © untuk permohonan bantuan sosial yang diajukan
oleh individu, keluarga, dan/atau masyarakat
) :untuk permohonan bantuan sosial yang digukan
oleh lembaga non permerintahan
Sa.ln@n sesuai dengan aslinya BUPATI MAGETAN,
A BAGIAN HUKUM
ttd

SUMANTRI
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